REPUBLIK INDONESIA

No.141, 2011 KEMENTERIAN KEHUTANAN. Organisasi.
Tata Kerja. Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.13/MENHUT-11/2011
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR 6188/Kpts-11/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . a bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor
38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan adanya
perubahan organisass Badan Planologi Kehutanan
menjadi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan maka
perlu dilakukan penyesuaian tugas pokok dan fungsi
Baa Pemantapan Kawasan Hutan sebaga Unit
Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Planologi
K ehutanan,

b. bahwa Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dengan surat Nomor B/507/M.PAN-RB/2/2011
tanggal 18 Februari 2011 menyetujui perubahan tugas
pokok dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
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c. bahwa sehubungan dengan itu, perlu mengubah kembali
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6188/Kpts-
11/2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-11/2007,
dengan Peraturan Menteri Kehutanan;,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetgpan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
K ehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah  Provinsi, dan Pemerintah
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Kabupaten/K ota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisas
Kementerian Negara;

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu I1;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungs
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara;

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur
Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan Departemen dan L embaga Pemerintah Non
Departemen;,

10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6188/Kpts-
[1/2002 tentang Organisas dan Tata Kerja Balai
Pemantapan Kawasan Hutan,

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-
[1/2007 tentang Organisas dan Tata Kerja Balai
Pemantapan Kawasan Hutan,

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
K ehutanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI
KEHUTANAN NOMOR 6188/Kpts-11/2002 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN.

Pasal |

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
6188/Kpts-11/2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.25/Menhut-11/2007, sebagai berikut:
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